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NOMOR 12
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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 55
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi
Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian dan
penataan kembali;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

(1)

(2)

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah
selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.

Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Kepala satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi
pada Perangkat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat  Provinsi  dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat
provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur
dan/atau Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah'
Inspektur Provinsi wajib melaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan
Supervisi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam
menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, dengan
melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan intern Pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu III;

Inspektur Pembantu IV;

Inspektur Pembantu V; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

SR Q0

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai Susunan
Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik internal Inspektorat Provinsi maupun dengan instansi
lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur dibantu oleh
Kepala Satuan Unit Organisasi dibawahnya.

Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan
Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat
berkala.

Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi di lingkungan
Inspektorat Provinsi bertanggung jawab kepada atasan dan
menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu
diperlukan.



(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan
kepada Kepala Satuan Unit Organisasi lain di lingkungan
Inspektorat Provinsi yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

(8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan
bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(9) Setiap Kepala Satuan Organisasi dilingkungan Inspektorat
wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 6

Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Tertentu,
Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 7

(1) Dalam hal Inspektur berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, dapat diwakili oleh Sekretaris.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, dapat diwakili oleh Inspektur Pembantu di
lingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di
lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan
tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Inspektur dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan
laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Berdasarkan sifat Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala
perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Inspektur:

a. wajib berkoordinasi dengan Dinas/Badan terkait yang
menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan

b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada
Menteri/Kepala Lembaga  yang memberikan tugas
pembantuan dimaksud.



BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian
tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
ketua dan anggota sesuai kebutuhan.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari
Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit
organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Tim kerja sebagaimana diaksud pada ayat (4) dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu
unit organisasi, lintas wunit organisasi, dan/atau lintas
Perangkat Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional secara
langsung berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu
unit kerja mandiri berdasarkaan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat
membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

(10)Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disesuaikan dengan
struktur organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.



Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari
atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan
fungsional masing-masing.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

(1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu
Khusus merupakan Jabatan Struktural Eselon IIl.a atau
Jabatan Administrator.

(3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau
Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Struktural pada Inspektorat Provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
td
H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

\

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002



